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KATA PENGANTAR 
 

 Pertama-tama kami panjatkan puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas 

segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dapat disusun 

dengan baik dan tepat waktu. 

 Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan 

efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan, 

Dokumen Rencana Strategis merupakan rencana lima tahun ke depan yang 

disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut 

keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan instansi pelaksana.  

 Dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat diandalkan sebagai 

pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang 

telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian 

Daerah Tahun 2016-2021 ini, maka Badan Kepegawaian Daerah mempunyai 

acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih 

harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan, agar 

skala prioritas setiap kegiatan dan program BKD dapat direalisasikan. 

 Dokumen Rencana Strategis yang telah disusun ini tak banyak artinya 

tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tuntas. 

Harapan kami, Dokumen Rencana Strategis ini dapat dijadikan skenario 

pembelajaran jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja 

tahunan bagi kita semua dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini kami ucapkan terima kasih. 

 
Gresik,     September 2016 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. LATAR BELAKANG 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, 

misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada 

RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan 

keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan 

program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja 

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Berkenaan dalam tenggat penyusunannya, maka  Sebagaimana diatur dalam 

Pasal 264 ayat (4) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah bahwa “Perda  tentang  RPJMD  ditetapkan  paling  lama  6  (enam) 

bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”.  

Mempertimbangkan landasan normatif sebagaimana dijelaskan di atas 

maka dalam rangka mewjudkan keselarasan perencanaan pembangunan 

daerah  sebagai kesinambungan proses politik daerah yang digelar secara 

serentak pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 dan pelantikan 

kepala daerah terpilih pada 18 Februari 2016 maka disusunlah Rencana 

Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 

2016-2021. Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud merupakan 

penjabaran secara strategik terhadap visi-misi, tujuan, sasaran, arah 

kebijakan, dan strategi, serta program prioritas pembangunan yang akan 

dilaksanakan selama masa bhakti 2016-2021. Dan setelah RPJMD Kabupaten 

Gresik disusun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelahnya harus 

ditetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
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Mengingat RPJMD Kabupaten Gresik Periode Tahun 2016-2021 telah 

ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 

09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 

2016 – 2021 maka Badan Kepegawaian Daerah diwajibkan untuk menyusun 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana 

Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 

sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.  

Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 didasarkan pada kebutuhan dan 

penjaringan aspirasi melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum 

SKPD) yang melibatkan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik serta stakeholders terkait. Dokumen Renstra ini dihasilkan 

melalui suatu proses yang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

sampai dengan Tahun 2021 dengan cara yang sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala 

yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan 

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik yang memuat visi, 

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok 

yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2021. 

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik 

tidak terlepas dari rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan yang 

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gresik baik Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik 

Tahun 2005-2025 maupun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
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Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan perlunya koordinasi 

Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan 

Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan 

keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.  

 Dokumen Renstra ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik yang dalam 

pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana 

Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik yang akan disusun 

setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja 

(RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik. 

 Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Sistim AKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, 

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang 

diemban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana 

ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal 

untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana 

ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-12015 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan; 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Perundang-Undangan; 

8. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Sebagaimana diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;  

14. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional; 
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19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 21 Tahun 2011; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 

Tahun 2015; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014 - 2019; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah 

keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2008; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten 

Gresik 2005-2025; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030; 

29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Gresik 

2016-2021. 
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016–2021 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Gresik mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, 

nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem 

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan 

berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. 

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 adalah untuk :  

(1) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 ke 

dalam rencana instansional;  

(2) Menjabarkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik 

2016-2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;  

(3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai 

acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;  

(4) Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan 

komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap 

perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan 

horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas 

penggunaan sumber daya organisasi. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016-2021 disusun dengan tata urut sebagai berikut : 

1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian 

penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum 

penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan 

sistematika penulisan penyusunan Renstra. 

2. Pada bab II berisi uraian tinjauan terhadap gambaran pelayanan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, fungsi dan struktur 
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organisasi, sumber daya yang tersedia, kinerja pelayanan, tantangan 

dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik. 

3. Pada bab III berisi uraian isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi 

yang terdiri dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan 

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan 

kebijakan nasional, serta penentuan isu-isu strategis. 

4. Pada bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yang terdiri 

atas visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah beserta 

indikatornya serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh sampai 

dengan akhir tahun Renstra yakni Tahun 2021. 

5. Bab V adalah merupakan bab yang berisi rencana program dan 

kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

6. Pada bab VI adalah merupakan bab penutup yang berisi uraian tentang 

indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik yang lahir pada tanggal 26 

Desember 2006 pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 16 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, seiring dengan perkembangan Peraturan 

Perundang-Undangan di Indonesia khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 

tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik 

sebagai penyempurnaan kelembagaan yang sudah ada untuk menangani bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 

Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan lembaga teknis daerah 

yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 

 

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI  

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik, Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Gresik adalah 

lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah 

mempunyai tugas :  

“MEMBANTU BUPATI GRESIK DALAM MELAKUKAN PENYUSUNAN 

DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG 

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN” 
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Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :  

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan; 

b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan 

dan pelatihan; 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya; 

Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari : 

1. Kepala Badan; 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 

c. Sub Bagian Keuangan. 

3. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari : 

a. Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai; 

b. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai. 

4. Bidang Kepangkatan dan Mutasi, terdiri dari : 

a. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Jabatan Struktural; 

b. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan; 

b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional. 

6. Bidang Data Kepegawaian, terdiri dari : 

a. Sub Bidang Dokumentasi dan Pengelolaan Data Pegawai; 
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b. Sub Bidang Informasi Kepegawaian. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional; 

8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). 

             

BAGAN  STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 
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JABATANFUNGSIONAL 

UPTB 

UPTB 

UPTB 
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Dan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik, maka dapat diuraikan tugas dan fungsi Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sebagai berikut : 

1. Kepala Badan 

Kepala Badan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, 

pendidikan dan pelatihan, serta menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan di 

bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kepegawaian, penentuan formasi dan 

pengadaan pegawai serta kesejahteraan pegawai, pendidikan dan 

pelatihan; 

c. Pengkoordinasian perumusan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan; 

d. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi kepegawaian 

dan penentuan pola karier Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, 

standar dan prosedur yang ditetapkan; 

e. Pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan pengadaan, penataan, 

pendidikan dan pelatihan kepegawaian sesuai norma, standar dan 

prosedur yang telah ditetapkan pemerintah; 

f. Pengendalian dan pembinaan pelayanan kesejahteraan dan hak-hak 

kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya 

serta pelayanan administrasi pengajuan pensiunan Pegawai Negeri 

Sipil; 

g. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan sistem informasi 

kepegawaian daerah, data kepegawaian dan dokumen kepegawaian; 
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h. Pengendalian dan pembinaan tata laksana kerja dan tata kearsipan 

serta ketatausahaan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah; 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

2. Sekretariat  

Sekretariat, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana 

program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan 

tata usaha, kepegawaian, kearsipan, mengelola keuangan, rumah tangga 

dan kelengkapan kantor, mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing Bidang, 

serta menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan; 

b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan 

dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang-bidang; 

c. Pengelolaan administrasi keuangan; 

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian; 

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris 

kantor; 

f. Pelayanan administrasi perjalanan dinas; 

g. Pengkoordinasian pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

3. Bidang Pengembangan Pegawai 

Bidang Pengembangan Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang formasi, 

pengadaan dan pengangkatan, pengembangan pegawai serta 

pembinaan dan kesejahteraan pegawai, serta menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengadaan, 

pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai; 
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b. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

c. Pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; 

d. Pelaksanaan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai 

Negeri Sipil; 

e. Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan 

peningkatan kesejahteraan pegawai; 

f. Penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan di 

bidang pengembangan pegawai, perumusan kebijaksanaan teknis, 

pedoman dan petunjuk operasional bidang pengembangan pegawai; 

g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang berhubungan 

dengan pengembangan pegawai; 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai bidang tugasnya. 

4. Bidang Kepangkatan dan Mutasi 

Bidang Kepangkatan dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan  

sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang kepangkatan dan 

mutasi jabatan struktural dan fungsional,  serta menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang 

kepangkatan dan mutasi; 

b. Pelaksanaan proses kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat 

pegawai sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan 

pemerintah; 

c. Pelaksanaan proses administrasi pengangkatan pegawai dalam 

rangka pengisian formasi jabatan struktural dan fungsional; 

d. Pelaksanaan sinkronisasi dan sosialisasi perundang-undangan di 

bidang kepangkatan dan jabatan struktural dan fungsional; 

e. Perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepangkatan dan jabatan struktural 

dan fungsional; 
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f. Pelaksanaan penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan 

menjadi Pegawai Negeri Sipil; 

g. Pelaksanaan promosi, mutasi dan pengangkatan pegawai dalam 

jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. Pelaksanaan proses pemindahan, penetapan pensiun, gaji dan 

tunjangan Pegawai Negeri Sipil; 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala badan 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang pendidikan dan 

pelatihan pegawai, serta menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang pendidikan 

dan pelatihan pegawai; 

b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan di bidang pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan, teknis fungsional, pendidikan formal dan latihan pra 

jabatan; 

c. Pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, 

teknis fungsional, pendidikan formal dan latihan pra jabatan; 

d. Pelayanan administrasi dan fasilitasi pegawai yang akan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan dalam ikatan dinas/tugas belajar dan 

pemberian ijin tugas belajar; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan analisa kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan pegawai; 

f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai bidang tugasnya. 
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6. Bidang Data Kepegawaian  

Bidang Data Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang pengelolaan data dan 

informasi manajemen kepegawaian, serta menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan 

dokumentasi data kepegawaian dan sistem informasi kepegawaian; 

b. Pelaksanaan penghimpunan data Pegawai Negeri Sipil Daerah dan 

pegawai daerah lainnya; 

c. Pelaksanaan validasi data kepegawaian; 

d. Pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan data kepegawaian sesuai 

dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; 

e. Penyusunan database kepegawaian sebagai pusat pelayanan 

informasi pegawai; 

f. Pelayanan informasi kepegawaian; 

g. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan Sistem Informasi 

Kepegawaian; 

h. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan teknologi informasi kepegawaian; 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai bidang tugasnya.  

 

2.2. SUMBER DAYA BKD KABUPATEN GRESIK 

A. SUMBER DAYA MANUSIA 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dipimpin oleh Kepala 

Badan dengan eselon II-b yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) 

Bidang. Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang 

Sekretaris dengan eselon III-a yang membawai 3 (tiga) Kepala Sub Bagian 

dengan eselon IV-a, adapun 4 (empat) Kepala Bidang dengan eselon III-b 

membawai masing-masing 2 (dua) Kepala Sub Bidang dengan eselon IV-a. 

Dalam rangka untuk mendukung kebijakan dan program serta 

kegiatan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai Peraturan 
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Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Gresik secara kuantitatif didukung oleh 51 orang pegawai 

yang terdiri atas 17 pejabat struktural dan 34 tenaga staf, dari jumlah 

pegawai tersebut 24 orang adalah laki-laki dan 27 orang perempuan. 

Berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai yang ada pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, yang berpendidikan S-2 sejumlah    

14 orang, yang berpendidikan S-1 sejumlah 20 orang, yang berpendidikan D-

4 sejumlah 5 orang, yang berpendidikan D-3 sejumlah 3 orang dan yang 

berpendidikan SMU sejumlah 9 orang. Adapun kualifikasi berdasarkan 

pangkat dan golongan dari 51 orang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :  

untuk golongan II sejumlah 11 orang, untuk golongan III sejumlah 34 orang 

dan untuk golongan IV sejumlah 6 orang.  

Data Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan 

golongan Tahun 2015 

NO. 
URAIAN PENDIDIKAN 

JML. 
Pangkat / Golongan Ruang  SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 

1. Juru Muda (I/a) - - - - - - - - 

 Juru Muda Tingkat I (I/b) - - - - - - - - 

 Juru (I/c) - - - - - - - - 

 Juru Tingkat I (I/d) - - - - - - - - 

2. Pengatur Muda (II/a) - - - - - - - - 

 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) - - 6 - - - - 6 

 Pengatur (II/c)  - - 3 - - - - 3 

 Pengatur Tingkat I (II/d)  - - - 2 - - - 2 

3. Penata Muda (III/a) - - 1 - 5 - - 6 

 Penata Muda Tingkat I (III/b) - - - - 14 - - 14 

 Penata (III/c) - - - - 6 3 - 9 

 Penata Tingkat I (III/d) - - - - - 4 - 4 

4. Pembina (IV/a) - - - - 1 4 - 3 

 Pembina Tingkat I (IV/b) - - - - - 2 - 2 

 Pembina Utama Muda (IV/c) - - - - - 1 - 1 

 Pembina Utama Madya (IV/d) - - - - - - - - 

 Pembina Utama (IV/e) - - - - - - - - 

 JUMLAH - - 10 2 26 14 - 52 
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B. ASSET/MODAL  

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik yang terbentuk 

pada tanggal 26 Desember 2006 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten 

Nomor 16 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik hingga saat ini masih 

berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Gresik (Kantor 

Bupati Gresik) belum memiliki kantor tersendiri, sedangkan asset-asset 

yang masih dikelola dan tercatat di Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebagai 

berikut : 

NO. JENIS ASSET JUMLAH KETERANGAN 

1. Alat Angkutan 15 Kondisi Baik 

2. Alat Kantor dan Rumah Tangga 502 Kondisi Baik 

3. Alat Studio dan Dokumentasi 21 Kondisi Baik 

4. Instalasi 1 Kondisi Baik 

5. Buku / Perpustakaan 24 Kondisi Baik 

6. Aset Tak Berwujud 6 Kondisi Baik 

1. Alat Angkutan 

Alat Angkutan yang tercatat di dalam buku inventaris Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2015 terdiri 

dari 6 (enam) kendaraan dinas roda empat yaitu 3 (tiga) unit Toyota 

Kijang, 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova serta 2 (dua) unit Toyota 

Avanza. Sedangkan kendaraan dinas roda dua berjumlah 7 (tujuh) 

unit yang terdiri atas Suzuki Smash 4 (empat) unit, Honda Win 1 

(satu) unit, Honda Bebek 1 (satu) unit dan Suzuki FD110 sejumlah 1 

(dua) unit. 

2. Alat Kantor dan Rumah Tangga 

Alat Kantor dan Rumah Tangga hingga akhir tahun 2015 secara rinci 

tercatat di Buku Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Gresik. Alat Kantor dan Rumah Tangga yang berjumlah 502 buah 

tersebut terdiri dari Mesin Ketik Manual Portable dan Mesin Ketik 
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Elektronik, Rak Besi/Metal, Filling Besi/Metal, Brankas, Mesin Absensi 

dan berbagai jenis mebelair, seperti meja kerja/meja , meja komputer, 

kursi kayu, kursi putar, kursi tamu, kursi lipat dan lain-lain. 

3. Alat Studio dan Dokumentasi 

Alat Studio dan Dokumentasi yang berjumlah 21 (dua puluh satu) 

buah terdiri atas : 8 Unit Mesin Check Clock, 1 (satu) buah Faximile, 1 

(satu) buah UPS, 4 (empat) buah Handy Cam, 1 (satu) buah 

Perangkat Sound System, 1 (satu) buah Megaphone, 1 (satu) buah 

Portable Wirelles, 1 (satu) buah Infokus, 1 (satu) buah LCD dan Layar 

Proyektor, 1 (satu) set perangkat CCTV, serta 1 (satu) buah mesin 

camera digital pocket. 

4. Instalasi 

Pada tahun anggaran 2013 telah dilaksanakan proses pengadaan 

jaringan panel listrik yang mengakomodir kebutuhan akan jaringan 

listrik di setiap meja kerja pegawai, yang nantinya dipergunakan untuk 

proses pelayanan kepegawaian. 

5. Buku / Perpustakaan 

Melalui proses pengadaan buku untuk perpustakaan Badan 

Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2008, Badan Kepegawaian 

Daerah memiliki perpustakaan dengan koleksi sekitar 37 judul buku 

terdiri atas berbagai judul baik yang berkaitan dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepegawaian, juga terdapat judul 

buku manajemen SDM, pelayanan publik, manajemen pemerintahan 

dan judul-judul buku yang lain. 

Namun seiring waktu, terjadi penambahan judul-judul baru yang 

bersumber dari pemberian pihak lain, pembelian, pembagian dari 

beberapa SKPD dan lain-lain yang hingga saat ini koleksi buku yang 

dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gresik lebih dari 150 judul 

buku. 
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6. Aset Tak Berwujud 

Melalui proses pengadaan sejak tahun anggaran 2013 telah 

dilaksanakan pengadaan sebanyak 6 (enam) set aplikasi yakni 2 (set) 

aplikasi DUK, 2 (dua) aplikasi SIMPEG, set 1 (satu) set aplikasi 

SIMPEG ONLINE, dan  1 (satu) set aplikasi SMS GATEWAY. 

Adapun maksud dari pengadaan aset tak berwujud ini adalah untuk 

mempermudah segala proses pelayanan kepegawaian dan untuk lebih 

menjamin kualitas dan kuantitas data yang dimiliki Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik. 

 

2.3. KINERJA PELAYANAN BKD KABUPATEN GRESIK 

Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik telah 

dapat melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, pendidikan 

dan pelatihan. Capaian kinerja yang diraih di bidang tersebut dapat 

digambarkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah dapat merealisasikan 5 

(lima) Tujuan dan 12 (dua belas) Sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2016-2021 serta dapat melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan 

dengan kategori berhasil, meskipun masih ada beberapa kegiatan yang yang 

dalam pelaksanaannya ditemukan kendala atau permasalahan. 

Dari segi anggaran dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan-

kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah pada umumnya dapat terserap 

rata-rata untuk setiap kegiatan lebih dari 85% dari total anggaran yang 

tersedia, sedangkan sisanya yang tidak terserap umunya disebabkan oleh 

adanya efisiensi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan serta sisa kontrak / 

pelelangan oleh pihak rekanan. Permasalahan yang sering timbul di dalam 

penyerapan anggaran adalah dimana tidak terjadi kesesuaian antara 

perencanaan dengan pelaksanaan penyerapan, masalah ini timbul bisa 

terjadi karena adanya beberapa kegiatan Badan Kepegawaian Daerah yang 

sangat tergantung dengan jadwal yang di tetapkan oleh pihak lain (misalnya 
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Seleksi CPNS, LPJ, Uji Kesehatan, Pelantikan, Penyelenggaraan Diklat dll), 

disamping itu ketidak konsistenan para PPTK di dalam melaksanakan 

anggaran juga bisa menjadi permasalahan atas ketidak sesuaian 

Adapun Fungsi utama yang diharapkan dari instansi ini untuk 

melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di 

Kabupaten Gresik yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan 

oleh tiap-tiap unit kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik 

dan Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatannya dapat dilihat dari 

persentase capaian kinerja kegiatan yang biasa di dokumentasikan dalam 

dokumen-dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan, pelaksanaan 

penyerapan dengan rencana jadwal penyerapan. 

Untuk lebih detilnya tentang Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja 

Pelayanan dan tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik di bawah ini. 
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Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik 

No. Indikator Kinerja  
sesuai Tugas 

dan Fungsi SKPD 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

%%% % 
Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realiasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

1 Tersedianya 
Peralatan Kantor 
yang memadai 

- - - Belu
m 

Ters
edia 

Ada Ada Ada Ada Tersedia 100
% 

100% 100
% 

100% 100
% 

100
% 

100% 100% 100% 

2 Tersedianya 
Sarana dan 
Prasarana 
kantor yang 
representatif 

- - - Belu
m 

Ters
edia 

Ada Ada Ada Ada Tersedia 100
% 

100% 100
% 

100% 100
% 

100
% 

100% 100% 100% 

3 Meningkatnya 
IKM 

- - - 77.5 
(baik

) 

78.5 
(baik

) 

79.5 
(baik) 

80.5 
(baik

) 

81.5 
(san
gat 

baik) 

77, 5 
(baik) 

75, 
63% 

75,77
% 

74,5
1% 

74,51
% 

100
% 

95% 95% 93% 91% 

4 Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Kerja dan 
Anggaran SKPD 

- - - 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 100
% 

100
% 

100% 100% 80% 

5 Jumlah 
Dokumen 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
Kinerja SKPD 

- - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100
% 

100
% 

100% 100% 100% 

6 Terserapnya 
keuangan SKPD 
sesuai rencana 
yang ditetapkan 

- - - 100 100 100 100 100 87 81,5
% 

92,9% 84,8
% 

84,8% 87 82% 93% 85 85 
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No. Indikator Kinerja  
sesuai Tugas 

dan Fungsi SKPD 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

%%% % 
Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realiasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

7 Tersusunnya 
dokumen 
pelaporan atas 
pengelolaan 
keuangan SKPD 

- - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100
% 

100
% 

100% 100% 100% 

8 Jumlah Laporan 
keuangan SKPD 
yang telah 
tersusun tepat 
waktu 

- - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100
% 

100
% 

100% 100% 100% 

9 Terpenuhinya 
jumlah formasi 
yang dibutuhkan 
dalam seleksi 
penerimaan 
CPNS 

- - - 100 100 100 100 100 0 0% 72,49 
% 

100
% 

0% 0% 0% 72,49 
% 

100% 0% 

11 Persentase 
jumlah pegawai 
dengan 
kebutuhan 
organisasi 

- - - 100 100 100 100 100 100 90% 72,49 
% 

79,6
% 

77,91
% 

100
% 

90% 72 79,6% 77,91
% 

13 Persentase 
pegawai negeri 
sipil yang disiplin 

- - - 100 100 100 100 100 99,91 99,9
% 

99,9% 99,8
% 

99,9% 99,9
1 

99,9
% 

99,9% 99,8% 99,9% 

15 Jumlah pegawai 
negeri sipil yang 
diberi 
penghargaan 

- - - 1000 800 1000 1000 1000 404 535 
oran

g 

297 
orang 

303 
oran

g 

689 
orang 

40% 66,8
7% 

30% 30% 69% 
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No. Indikator Kinerja  
sesuai Tugas 

dan Fungsi SKPD 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

%%% % 
Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realiasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

16 Persentase 
jumlah jabatan 
struktural yang 
terisi 

- - - 100 100 100 100 100 90.40 92,8
% 

86% 88,9
5% 

89,82
% 

90% 93% 86% 88,95
% 

89,82
% 

17 Persentase 
pejabat 
struktural yang 
telah sesuai 
dengan 
pendidikan 
formal 

- - - 100 100 100 100 100 100 90% 100% 100
% 

100% 100
% 

90% 100% 100% 100% 

18 Persentase 
pejabat 
struktural yang 
telah memenuhi 
persyaratan 
kepangkatan 

- - - 100 100 100 100 100 100 100
% 

100% 100
% 

100% 100
% 

100
% 

100% 100% 100% 

19 Persentase 
jabatan 
fungsional yang 
terisi 

- - - 100 100 100 100 100 100 99,9
% 

71,88 
% 

80% 88% 100
% 

100
% 

72% 88% 100% 

20 Rasio pejabat 
fungsional yang 
telah sesuai 
dengan 
pendidikan 
formal 

- - - 100 100 100 100 100 100 100
% 

71,88 
% 

100
% 

100% 100
% 

100
% 

71,88 
% 

100% 100% 

21 Persentase 
jabatan non 
struktural yang 
terisi 

- - - 100 100 100 100 100 100 100
% 

54,75
% 

77% 74% 100
% 

100
% 

54,75
% 

77% 74% 
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No. Indikator Kinerja  
sesuai Tugas 

dan Fungsi SKPD 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

%%% % 
Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realiasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

22 Rasio pejabat 
non struktural 
yang telah 
sesuai dengan 
pendidikan 
formal 

- - - 100 100 100 100 100 100 100
% 

54,75
% 

100
% 

100% 100
% 

100
% 

54,75
% 

100% 100% 

23 Jumlah SK 
Kenaikan 
Pangkat yang 
selesai tepat 
waktu 

- - - 2100 2000 2000 2000 2000 2,291 2084 1750 
SK 

1876 
SK 

1302 
SK 

109 104
% 

87,5 94% 65% 

24 Jumlah SK 
Pensiun yang 
selesai tepat 
waktu 

- - - 150 150 150 150 150 94 269 145 
orang 

250 
oran

g 

178 
orang 

62,6
6% 

179
% 

96,7% 167% 118% 

25 Jumlah SK Gaji 
Berkala yang 
selesai tepat 
waktu 

- - - 1000 1000 1000 1000 1000 1,009 5739 5462 
SK 

6200 
SK 

4225 
SK 

100,
9 

574
% 

546% 620% 423% 

26 Persentase 
pejabat 
struktural yang 
telah mengikuti 
diklat 
kepemimpinan 
sesuai dengan 
jenjangnya 

- - - 85,5 91,2 96,91 100 100 85 81,3
6% 

84,42
% 

79,6
5% 

71% 99,4
1% 

89,2
% 

92,56
% 

79,65
% 

71% 

27 Jumlah CPNS 
yang mengikuti 
Pra Jabatan 

- - - 477 223 300 300 300 467 223 
oran

g 

44 
orang 

322 
oran

g 

19 
orang 

97,9
0% 

100
% 

14,66 
% 

107% 6% 
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No. Indikator Kinerja  
sesuai Tugas 

dan Fungsi SKPD 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

%%% % 
Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realiasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

28 Jumlah Diklat 
Kepemimpinan, 
Diklat Teknis  
dan Diklat 
Fungsional yang 
dilaksanakan 

- - - 5 5 6 6 6 5 2 
dikla

t 

11 
diklat 

4 
dikla

t 

5 diklat 100 40% 183% 67% 83,33
% 

29 Jumlah pegawai 
yang dikirim 
untuk mengikuti 
diklat fungsional, 
workshop, 
sosialisasi dan 
lokakarya 

- - - 50 80 80 80 80 120 130 
oran

g 

91 
orang 

70 
oran

g 

75 
orang 

240 162
% 

113% 88% 93,75
% 

30 Persentase 
Kebutuhan 
Pejabat 
Pengadaan 
Barang dan jasa 
Yang 
bersertfikat 

- - - 60 53,8 72,86 100 100 65 51% 148,09
% 

169
% 

180% 108 94,8
% 

203% 169% 180% 

31 Jumlah Data 
pegawai yang 
telah diarsip ke 
dalam dosir 

- - - 2384 4384 6884 9384 1185
6 

2,384 4384 
pega
wai 

5484 
pegaw

ai 

9786 
pega
wai 

9583 
pegaw

ai 

100
% 

100
% 

79,66
% 

104% 80,8% 

32 Jumlah Pegawai 
yang telah di 
validasi 

- - - 1126
3 

1142
4 

11583 1173
2 

1185
6 

10,618 1015
9 

pega
wai 

9700 
pegaw

ai 

9786 
pega
wai 

9583 
pegaw

ai 

94,2
7% 

88,9 
% 

83,74
% 

83,41
% 

80,82
% 

33 Tersedianya 
Sistem informasi 
kepegawaian 

- - - Ters
edia 

Ters
edia 

Tersed
ia 

Ters
edia 

Ters
edia 

Tersedia 100
% 

100% 100
% 

100% 100 100
% 

100% 100% 100% 

34 Tersedianya 
website BKD 
yang up to date 

- - - Ters
edia 

Ters
edia 

Tersed
ia 

Ters
edia 

Ters
edia 

Tersedia 100
% 

100% 100
% 

100% 100 100
% 

100% 100% 100% 
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik 

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-Rata Pertumbuhan 

(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) 

    

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 

BELANJA DAERAH 10.502.819.400 10.686.107.900 12.031.453.700 11.536.971.515 11.490.274.454  9.794.072.780  9.821.068.581 11.183.867.548 10.232.253.933 10.215.429.304 93 92 93 89 89 197.491.011 84.271.305 

Belanja Tidak 
Langsung 

4.402.810.000 2.390.443.000 2.423.972.000 3.149.392.000 3.277.979.379  4.476.609.131  2.352.893.858 2.416.602.046 3.119.771.671 3.254.076.919 102 98 100 99 99 -
224.966.124 

-244.506.442 

-   Belanja Pegawai 4.402.810.000 2.390.443.000 2.423.972.000 3.149.392.000 3.277.979.379  4.476.609.131  2.352.893.858 2.416.602.046 3.119.771.671 3.254.076.919 102 98 100 99 99 -
224.966.124 

-244.506.442 

-   Belanja Bunga - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-   Belanja Subsidi - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-   Belanja Hibah - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-   Belanja Bantuan 

Sosial 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

-   Belanja bagi hasil 

kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan Pemerintahan Deda 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-Rata Pertumbuhan 

(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) 

    

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 

-  Belanja Tidak Terduga - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Belanja Langsung 6.100.009.400 8.295.664.900 9.607.481.700 8.387.579.515 8.212.295.075  5.317.463.649  7.468.174.723 8.767.265.502 7.112.482.262 6.961.352.385 87 90 91 85 85 422.457.135 328.777.747 

-  Belanja Pegawai 1.116.356.000 1.776.353.000 2.371.715.000 602.535.500 1.819.421.000      927.117.500  1.595.148.000 2.113.258.000 575.650.500 1.588.458.000 83 90 89 96 87 140.613.000 132.268.100 

-   Belanja Barang dan 
Jasa 

4.928.303.400 5.683.903.900 6.766.040.400 7.306.493.015 6.049.324.075  4.334.891.149  5.131.739.768 6.185.417.677 6.059.003.762 5.029.344.385 88 90 91 83 83 224.204.135 138.890.647 

-  Belanja Modal 55.350.000 835.408.000 469.726.300 478.551.000 343.550.000        55.455.000  741.286.955 468.589.825 477.828.000 343.550.000 100 89 100 100 100 57.640.000 57.619.000 

Total 10.502.819.400 10.686.107.900 12.031.453.700 11.536.971.515 11.490.274.454 9.794.072.780 9.821.068.581 11.183.867.548 10.232.253.933 10.215.429.304 - - - - - - - 
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2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BKD 

KABUPATEN GRESIK 

 

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan BKD merupakan 

potensi yang mungkin timbul dari ekstern organisasi yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap pelayanan BKD baik pengaruh positif ataupun negatif 

sehingga sangat mempengaruhi implementasi Rencana Strategis 

kedepannya, ketika berbicara mengenai Tantangan dan Peluang tentu tidak 

akan terlepas dengan adanya Potensi Kekuatan dan Kelemahan yang 

bersumber dari intern organisasi, berikut potensi Kekuatan, Kelemahan, 

Tantangan dan Peluang yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan 

pelayanan BKD : 

A. Potensi Kekuatan : 

1) Terisinya seluruh jabatan struktural pada Badan Kepegawaian 

Daerah; 

2) Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan; 

3) Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja pada Badan 

Kepegawaian Daerah; 

4) Adanya iklim kerja yang kondusif di dalam lingkungan Badan 

Kepegawaian Daerah; 

5) Kepemilikan kewenangan untuk bisa menyusun kebijakan bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

6) Tingkat pendidikan pegawai yang rata-rata berpendidikan S-1. 

 

B. Potensi Kelemahan : 

1) Kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai (Meliputi : 

Gedung, Ruang Arsip, Alat-alat kantor, dan sarana pendukung 

lainnya); 

2) Kurangnya kuantitas pegawai di dalam Badan Kepegawaian Daerah; 
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3) Adanya pegawai yang basic pendidikannya tidak sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

4) Kurangnya penguasaan pegawai di bidang teknologi informasi; 

5) Kurangnya data kepegawaian yang akurat sebagai bahan perumusan 

kebijakan; 

6) Kurangnya motivasi dan inovasi pegawai dalam menghadapi 

perubahan global; 

 

C. Potensi Peluang : 

1) Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem 

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (good 

government) dan pemerintahan yang bersih (clean governance); 

2) Adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 

3) Adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah 

Daerah dalam pengelolaan manajemen kepegawaian; 

4) Adanya kebijakan pemerintah dalam rangka rekruitmen pegawai 

guna pengisian formasi sesuai dengan kebutuhan organisasi; 

5) Adanya kesempatan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan 

pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dan lembaga non-

pemerintah; 

6) Adanya komitmen dari pemerintah di dalam pemanfaatan teknologi 

informasi (IT) di dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah; 

7) Tersedianya jaringan internet online di semua SKPD di Lingkup 

Pemerintah Kabupaten Gresik. 

 

D. Potensi Tantangan: 

1) Sering berubahnya produk hukum nasional; 

2) Tingginya tuntutan stakeholder terhadap kualitas pelayanan public 

BKD; 
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3) Semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi 

kinerja/pelayanan BKD; 

4) Rendahnya tingkat partisipasi stakeholder di dalam pemenuhan 

persyaratan administrasi untuk pelayanan BKD. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS 

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

 

Berdasarkan hasil indentifikasi dan kajian atas pelaksanaan 

pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, 

maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang di hadapi dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 

2008 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Gresik. 

Permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut: 

a. Bidang Pengembangan Pegawai 

1) Netralitas PNS 

Persoalan netralitas PNS selalu menjadi topic hangat di dalam 

masyarakat ketika pelaksanan Pemilukada, hal ini terjadi akibat peran 

PNS sebagai pelayan masyarakat yang bekerja dengan mendapat gaji 

dari uang masyarakat. Pembicaraan netralitas PNS bisanya mengarah 

pada dua posisi yaitu PNS yang aktif “bermain”,  mengatur dan 

memobilisasi massa PNS, atau massa PNS yang “dipermainkan” atau 

dimobilisasi. Padahal rambu-rambunya sudah jelas, ada Undang-

undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 dan 

disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang tersebut mengamanatkan 

bahwa PNS harus netral dari pengaruh golongan dan Parpol, serta tidak 
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diskriminatif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Karena itu 

untuk menjamin netralitas PNS sekaligus menjamin pelaksanaan 

Pemilukada yang bersih dan jujur, maka Undang-Undang yang berlaku 

mengenai Netralitas PNS harus benar-benar dipahami dan ditegakkan 

tanpa andanya diskriminasi. Guna mengatur lebih teknis tentang 

kedisiplinan PNS juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 

Dalam beberapa kajian terdapat beberapa hal yang akan 

mempengaruhi netralitas seorang PNS dalam politik, antara lain : 

1. Secara umum ikatan- ikatan primordial dalam masyarakat Indonesia 

masih sangat kental, hal ini sangat berpengaruh dalam penentuan 

sikap politik seorang PNS. Sebagai contoh seorang PNS mempunyai 

saudara atau famili atau keluarga yang di tuakan yang terlibat dalam 

politik praktis, dalam masyarakat yang primordial tentunya tidak 

akan membiarkan saudaranya berjuang sendiri dalam mencapai 

tujuannya. 

2. Kepala Daerah adalah Pembina PNS di daerah. Seorang Kepala 

Daerah dipilih melalui proses politik tentunya dituntut untuk selalu 

memperkuat basis politiknya untuk dapat tetap survive. Dalam 

kondisi ini seorang Kepala Daerah akan selalu tergoda untuk 

memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk tetap dapat 

mempertahankan kekuatan politiknya termasuk terhadap PNS yang 

berada di bawah kekuasaannya. 

3. Pengalaman pribadi para PNS dalam proses Pemilihan Kepala Daerah 

bahwa siapa yang berjasa dalam proses Pemilukada tersebut 

tentunya akan mendapat kesempatan untuk mendapat promosi 

sebagai imbalan atas jasanya dalam pemilukada. Pilihan bagi PNS 

adalah menjadi penonton dalam proses politik dan menjadi penonton 

dalam promosi atau terlibat dalam politik praktis dan dengan resiko 

promosi bila menang atau demosi bila kalah. 
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Ketiga hal diatas tentunya selalu menjadi momok PNS di dalam 

menjaga netralitasnya, untuk itu BKD kedepannya harus bisa 

konsisten di dalam mengimplementasikan PP Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS, agar kedepan tidak ada lagi PNS yang terjun 

baik secara pasif maupun aktif di dalam politik praktis. 

 

2) Mentalitas PNS 

Sudah menjadi pemandangan biasa melihat banyaknya PNS 

(Pegawai Negeri Sipil) yang bolos kerja dan tidak disiplin, tidak 

hanya di daerah-daerah. Tapi juga hampir di seluruh Indonesia 

padahal, ancaman sudah ditebar, tapi apa hendak dikata sebagian 

PNS acuh dengan ancaman seperti itu. Ancaman tinggal ancaman, 

ratusan PNS tetap saja nekat bolos bahkan sebagian masih banyak 

yang tidak peduli disaat jam kerja berkeliaran di pasar, ditoko dan di 

tempat-tempat lain. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara, abdi 

Negara dan abdi masyrakat, mempunyai posisi sangat strategis dan 

peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan. Sebagai aparatur negara, PNS berkewajiban 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan 

penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang 

Dasar 1945, negara dan pemerintah. Untuk itu, PNS sebagai 

pelaksana perundang-undangan wajib berusaha untuk taat pada 

setiap peraturan perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas 

kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya 

merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan 

harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Oleh karenanya, setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan 

yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, 

kesadaran, dan tanggung jawab. 
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Disamping itu, Sebuah korupsi dalam wujud mengurangi jam 

kerja yang telah ditentukan. Korupsi waktu justru lebih berbahaya 

jika dibandingkan dengan korupsi uang dan kinerja. Korupsi uang 

dan kinerja bisa digantikan. 

Korupsi uang bisa diganti dengan membayar kerugian negara, 

korupsi kinerja bisa diganti dengan lembur tanpa upah. Namun 

korupsi waktu tidak dapat tergantikan oleh apa pun dan oleh siapa 

pun. Mengingat, waktu terus berputar dan tidak akan pernah 

kembali lagi. Maka korupsi waktu jelas merupakan ancaman yang 

serius bagi kehidupan sebuah bangsa. 

Semua jenis korupsi tersebut awalnya adalah virus, kemudian 

berkembang menjadi penyakit, dan akhirnya menjadi mentalitas. 

Jika dibiarkan akan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan 

negara. Maka sudah saatnya diperlukan sebuah sanksi hukum. Serta, 

gerakan moral dari masyarakat untuk memberantas berbagai jenis 

korupsi tersebut. 

Maraknya korupsi waktu oleh oknum PNS sepertinya sulit 

diberantas. Lemahnya sistem pengawasan jam kerja di lingkungan 

PNS, didukung mentalitas oknum PNS yang memang sedemikian 

rendahnya. Dengan demikian, sudah tidak lagi menghargai waktu 

untuk sebuah pengabdian yang mulia. 

Bukan rahasia lagi jika banyak oknum PNS melakukan korupsi 

waktu. Di antaranya adanya upaya mangkir pada jam kerja, serta 

sering bolos kerja dengan alasan klasik, seperti kunjungan lapangan, 

rapat di luar kota atau dinas luar. Padahal, mereka menghabiskan 

jam kerjanya di warung makan, mal, bahkan ada yang berkeliaran di 

hotel-hotel atau tempat wisata dengan pasangan selingkuhannya. 

Untuk meningkatkan disiplin PNS sebagai abdi negara dan 

masyarakat diperlukan pembinaan dan pengawasan terus-menerus. 

Gaji kecil ataupun gaji besar tidak banyak pengaruhnya, sebab ini 

sudah menyangkut mental. Justru itu, perlu peraturan disiplin yang 
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memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila 

kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar. Sayangnya, jumlah 

PNS yang dikenakan sanksi relatif sangat kecil.  

Pemerintah melalui PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin 

pegawai negeri sipil (PNS) dilakukan secara bertahap sejak 

pengangkatan, penempatan, pendidikan dan latihan, pemindahan, 

penghargaan, serta pemberhentian, dengan selalu mengacu kepada 

kode etik dan peraturan disiplin yang diberlakukan. Semua itu 

dilakukann dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja sumber 

daya aparatur. 

Disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran 

yang jelas sebagai parameter penilaian. Dengan indikator-indikator 

yang ditetapkan, maka reward and punishment juga bisa diterapkan 

secara konsisten. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang tidak 

saja dari atasan langsung, tetapi juga dari luar. 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, 

PNS tidak bisa berkilah lagi, dan disiplin tak bisa ditawar-tawar. 

“Pemerintah telah menyiapkan parameter penilaian aparatur. Jadi 

sanksi juga sudah ditetapkan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang 

dilakukan. Selain itu, pengawasan terhadap disiplin kerja PNS atau 

SDM aparatur juga akan ditingkatkan 

Untuk itu, setiap instansi pemerintah perlu mengembangkan 

budaya kerja di lingkungannya masing-masing. Perubahan pola pikir 

dan peningkatan budaya kerja pada dasarnya merupakan inti dari 

reformasi birokrasi. SDM aparatur negara harus mendahulukan 

kewajiban daripada hak, mengutamakan peran bukan wewenang 

serta untuk melayani, bukan untuk dilayani. 

Buruknya wajah birokrasi Indonesia selama ini tak lepas dari 

proses rekrutmen dalam peraturan tentang Penilaian pengangkatan 

dalam jabatan struktural.Pengangkatan seseorang untuk menduduki 
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suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat didasarkan atas 

kecakapan dan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai. Kecakapan 

tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan 

prestasi dibuktikan secara nyata. “Jadi, ke depan penilaian tak hanya 

berdasarkan ijazah dan lamanya seseorang bekerja saja. Pola karier 

PNS itu berdasarkan pendidikan, diklat yang dimiliki, dan lamanya 

masa kerja. Jadi PNS itu harus mempunyai kompetensi dasar dan 

juga pengetahuan yang bagus. 

Tentu saja untuk menuju ke sana diperlukan perangkat 

penilaian terhadap kinerja PNS. Namun untuk saat ini, sistem 

penilaiannya masih menekankan pada proses bekerjanya, belum 

banyak mengukur hasil kerja serta dampak kinerjanya. Hal ini 

berkaitan dengan tunjangan kinerja atau remunerasi, yang mengacu 

pada beban tugas dan tanggung jawab. Karena itu akan diukur dari 

aspek kuantitas, kualitas, aspek biaya dan waktu menyelesaikan 

pekerjaannya. 

Selain dari pada itu setiap jabatan juga dievaluasi bobot 

jabatannya, seperti tanggung jawab dan risikonya. “Ada tujuh belas 

tingkatan (grade), yang setiap tingkatan ini punya nilai. Targetnya, 

sesuai arahan Presiden semuanya selesai tahun 2011. Untuk itu 

perlunya penegakan disiplin PNS, termasuk melalui peraturan 

perundang-undangan dengan menerapkan sanksi hukum secara 

tegas bagi setiap pelanggaran. Hal ini sudah dijelaskan dalam PP 53 

tahun 2010. PP tahun 2010 ini untuk memperbaiki PP No 30 Tahun 

80 yang bersifat umum. 

Bahkan, pada PP No 53 Tahun 2010 ini juga dicantumkan 

hukuman juga bisa dikenakan terhadap pejabat yang seharusnya 

memberikan hukuman, tetapi tidak menjatuhkan hukuman terhadap 

anak buahnya. Hal ini sebagai respon atas penilaian 

masyarakat,bahwa PNS pada umumnya kurang disiplin dan 

kinerjanya lamban, rendah dan kurang responsif. Untuk itu perlu 
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dibuat ukuran-ukuran, sehingga benar tidaknya penilaian itu bisa 

diuji secara obyektif dan ilmiah. “Diharapkan kedisiplinan dan kinerja 

PNS meningkat, sekaligus bisa dijadikan tolok ukur dalam penilaian 

kinerja PNS,” ujarnya. Dalam PP 53 tahun 2010 dijelaskan 

kewenangan masing-masing eselon. Kalau tidak mencapai sasaran 

kerja akan diberi penilaian. Apakah baik, buruk, atau kurang. 

Sanksinya bisa saja kenaikan gajinya tertunda, atau jabatan 

diberhentikan. 

 

3) Pengembangan PNS 

Guna menjamin penyelenggaraan  tugas pemerintahan  dan 

pembangunan yang efektif dan efisien, serta mengoptimalkan  

kompetensi PNS diperlukan sistem pembinaan yang mampu 

memberikan kesinambungan  terjaminnya  hak dan kewajiban PNS 

dengan misi tiap organisasi pemerintah. Demikian juga untuk 

memotivasi kinerja PNS perlu disusun pola karir dan pengembangan 

karir yang memungkinkan potensi PNS dikembangkan secara 

optimal. 

Pengembangan SDM aparatur (PNS) berbasis kompetensi, 

sangat diperlukan guna mewujudkan pemerintahan yang profesional. 

Kompetensi  jabatan SDM  aparatur  (PNS),  secara  umum  berarti  

kemampuan dan karakteristik  yang dimiliki seorang PNS berupa 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, yang  diperlukan  

dalam  pelaksanaan tugas  jabatannya  (Mustopadidjaja, 2002). 

Kompentensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk 

melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan 

perannnya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Disinilah kompetensi 

menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau seseorang 

mencapai kinerja tinggi dalam  pekerjaannya.  Karakteristik  itu  

muncul  dalam  bentuk pengetahuan  (knowledge), 
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keterampilan  (skill),  dan  perilaku (attitude) untuk  menciptakan 

aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam 

melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, 

transparan, dan akuntabel. Kompetensi yang dimiliki PNS secara 

individual harus mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasi 

dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan 

manajemen. 

Model kompetensi yang dikaitkan dengan strategi manajemen 

sumber daya manusia dimulai pada saat rekruitmen, seleksi, 

penempatan sampai dengan pengembangan karier pegawai 

sehingga pengembangan kompentensi pegawai tidak merupakan 

aktifitas yang “instant”. Model kompetensi (Mitrani, 1992)  ini 

merupakan keterkaitan yang komprehensif dalam pengembangan 

SDM aparatur (PNS), 

Sebelum  menetapkan  strategi peningkatan  kualitas SDM 

aparatur, (PNS) terlebih  dahulu kita perlu memotret kondisi faktual 

SDM aparatur (PNS) dewasa ini secara komprehensif dengan 

melihatnya dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia. 

Dengan menggunakan sudut pandang tersebut, maka kondisi SDM 

aparatur (PNS) dapat digambarkan sebagai berikut: a) Belum  

tersusunnya  perencanaan  PNS  yang  komprehensif,  integrated  

dan  berbasis kinerja.; b) Pengadaan PNS belum berdasar pada 

kebutuhan riil; c) Penempatan PNS belum berdasar pada kompetensi 

jabatan; d) Pengembangan pegawai belum berdasarkan pola 

pembinaan karier; e) Sistem penilai kinerja belum obyeklif; f) 

Kenaikan pangkat dan jabatan belum berdasarkan prestasi kerja dan 

kompetensi; g) Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan 

kompetensi. 

Berangkat  dari  gambaran  di  atas,  maka  strategi  

peningkatan  kompetensi  aparatur  seyogyanya tidak dilihat secara 

parsial tetapi holistik. Keseluruhan unsur ini perlu dimanage melalui  
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pembuatan  sistemnya,  penerapan  sistem  tersebut  secara  

konsisten,  dan penyempurnaan yang terus-menerus terhadap 

sistem yang ada, guna menghasilkan SDM  aparatur yang 

profesional. 

 

4) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil  

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk 

mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, 

pelamaran atau pendaftaran, penyaringan sampai dengan 

pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pada umumnya formasi 

yang lowong disebabkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, 

pensiun, meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi, yang 

kemudian ditetapkan dalam keputusan Menteri yang bertanggung 

jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. Untuk saat ini 

jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada dinilai masih kurang, 

khususnya untuk tenaga Fungsional Guru dan Fungsional Medis dan 

Para Medis. Sedangkan pada setiap pengusulan formasi kepada 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, jumlah formasi yang disetujui belum memenuhi kebutuhan, 

sehingga dari tahun ke tahun proses pengadaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil selalu dilaksanakan. 

Ditambah lagi permasalahan mengenai Isu Korupsi Kolusi 

dan Nepotisme (KKN) terhadap penerimaan Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS) yang hampir terjadi di seluruh Kabupaten/Kota. 

Sehingga pada umumnya masyarakat selalu menuntut kepada 

Pemerintah agar disetiap pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah bisa transparan, professional dan akuntabel. 

Berdasar hal demikian Pemerintah Kabupaten Gresik di dalam 

pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu 

memilih pihak ketiga yang berpengalaman, memiliki sumber daya 

yang kompeten dan akuntabilitasnya di akui oleh masyarakat, 



RENCANA STRATEGIS 2016-2021 

 

BKD KABUPATEN GRESIK                                       40 
 

sehingga nantinya pelaksanaan seleksi yang meliputi penyiapan soal-

soal ujian yang berbobot,  pengawasan yang optimal dan system 

penilaian yang cepat, cermat dan akurat bisa terwujud. 

 

5) Pengangkatan Dalam Jabatan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri adalah 

warga negara Indonesia  yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 

sebagai  Pegawai ASN secara  tetap  oleh  pejabat  pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan 

struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam 

jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu 

jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai 

dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang 

ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa 

membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. 

Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang 

berstatus sebagai PNS. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat 

diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional 

Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat 

dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, 

kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan. 

Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai PP 

Nomor 13 Tahun 2002 
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NO ESELON JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG 

  TERENDAH TERTINGGI 

PANGKAT GOL/RU PANGKAT GOL/RU 

1 I a Pembina 
Utama 
Madya 

IV/d Pembina 
Utama 

IV/e 

2 I b Pembina 
Utama 
Muda 

IV/c Pembina 
Utama 

IV/e 

3 II a Pembina 
Utama 
Muda 

IV/c Pembina 
Utama 
Madya 

IV/d 

4 II b Pembina 
Tingkat I 

IV/b Pembina 
Utama 
Muda 

IV/c 

5 III a Pembina IV/a Pembina 
Tingkat I 

IV/b 

6 III b Penata 
Tingkat I 

III/d Pembina IV/a 

7 IV a Penata III/c Penata 
Tingkat I 

III/d 

8 IV b Penata 
Muda 

Tingkat I 

III/b Penata III/c 

9 V a Penata 
Muda 

III/a Penata 
Muda 

Tingkat I 

III/b 

Penetapan organisasi Eselon Va dilakukan secara selektif, 

1.  Pengangkatan 

Persyaratan PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural, 

antara lain : 

Berstatus Pegawai Negeri Sipil, Serendah-rendahnya memiliki 

pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan, 

Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, Semua 
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unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir, 

Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, Sehat jasmani dan 

rohani 

Selain persyaratan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian 

perlu memperhatikan faktor : Senioritas dalam kepangkatan, Usia, 

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Jabatan, Pengalaman. 

 Pelaksanaan Pengangkatan 

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I dilingkungan 

instansi pusat ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah 

mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian Negara. 

Sedangkan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II 

kebawah pada Instansi pusat ditetapkan Pejabat Pembina 

Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat 

Instansi Pusat. 

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I dipropinsi 

(Sekda) ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi 

setelah mendapat persetujuan  Pimpinan DPRD Propinsi, setelah 

sebelumnya dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam 

Negeri, sedangkan  pengangkatan dalam jabatan Struktural eselon II 

kebawah ditetapkan oleh Pejabat Pembina  Kepegawaian Daerah 

Propinsi setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi 

Daerah Propinsi. 

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di 

Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

Daerah Kabupaten/ Kota setelah mendapat pertimbangan dari 

Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.  Khusus untuk 

pengangkatan  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah 

mmendapat persetujuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, 

setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada 

Gubernur 
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Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan 

structural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan 

Baperjakat, eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural. 

 Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional 

Pengangkatan PNS kedalam  jabatan fungsional pada instansi 

Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat  yang berwenang sesuai formasi 

yang ditetapkan. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang 

mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan 

memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis 

yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat 

diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah. 

Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan 

fungsional keahlian dan atau jabatan  fungsional keterampilan. 

Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknik 

analisis yang didasarkan atas didiplin ilmu yang bersangkutan 

dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan 

ditetapkan berdasar akreditasi tertentu. 

Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Kedudukan yang 

menunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja 

tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasar sertifikasi 

yang ditentukan. 

Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan ditetapkan dengan 

kriteria : 

1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur 

kerja yang didasarkan atas didiplin ilmu pengetahuan 

dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi. 

2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. 
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3. Disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat 

keahlian dan tingkat keterampilan. 

4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri. 

5. Jabatan fungsi tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi organisasi. 

Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional : 

1. Jabatan Fungsional Keahlian 

Mensyaratkan kualifikasi professional dengan pendidikan serendah-

rendahnya strata 1 (S1), Penelitian dan pengembangan, peningkatan 

dan penerapan konsep dan teori sertametode operasional dan 

penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan 

tugas dan fungsi jabatn fungsional yang bersangkutan dan terikat 

pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya, 

sedangkan jenjang jabatannya meliputi ; 

 Jenjang Utama 

 Jenjang Madya 

 Jenjang Muda 

 Jenjang Pertama 

2. Jabatan Fungsional Keterampilan 

Mensyaratkan kualifikasi teknis professional dan/atau penunjang 

professional dengan pendidikan serendah-rendahnya SMU/SMA/SMK 

dan setinggi-tingginya Diploma III (D3), dengan kegiatan teknis 

operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode 

operasional dari suatu bidang profesi dan terikat pada etika profesi 

tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya, sedangka 

jenjangnya meliputi : 

 Jenjang Penyelia 

 Jenjang Pelaksana Lanjutan 

 Jenjang Pelaksana 

 Jenjang Pelaksana Pemula 
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 Pelantikan 

PNS yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk PNS 

yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya, 

selambatnya 30 hari sejak penetapan pengangkatannya wajib 

dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang. 

Demikian juga  yang mengalami perubahan nama jabatan atau 

perubahan fungsi dan tugas jabatan maka PNS yang bersangkutan 

dilantik dan diambil sumpahnya kembali. 

Pendidikan dan Pelatihan 

PNS yang akan atau telah menduduki jabatan structural harus 

mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan 

kompentensi yang dite-tapkan untuk jabatan tersebut. Artinya, PNS 

dapat diangkat dalam jabatan struktural meskipun yang 

bersangkutan belum mengikuti dan lulus Diklatpim. Namun demikian 

untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan me-nambah 

wawasan, maka kepada PNS yang bersangkutan tetap diharuskan 

untuk mengikuti dan lulus Diklatpim yang dipersyaratkan untuk 

jabatannya. 

 

2. Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural 

karena : 

1. Mengundurkan diri dari jabatannya; 

2. Mencapai batas usia pensiun; 

3. Diberhentikan sebagai PNS; 

4. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional; 

5. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan 

negara karena persalinan; 

6. Tugas belajar lebih dari enam bulan; 

7. Adanya perampingan organisasi pemerintah; 

8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; 



RENCANA STRATEGIS 2016-2021 

 

BKD KABUPATEN GRESIK                                       46 
 

9. Hal lain yang ditetapkan perundangan yang berlaku. 

Pemberhentian PNS dari jabatan struktural ditetapkan dengan 

keputusan pe-jabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan 

Komisi Kepegawaian Negara/ Baperjakat disertai alasan yang jelas 

atas pemberhentiannya. 

PNS yang meninggal dunia dianggap telah diberhentikan dari 

jabatan strukturalnya. 

 

3. Perangkapan Jabatan 

Untuk optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas pejabat 

structural serta menyadari akan keterbatasan kemampuan manusia, 

PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki 

jabatan rangkap, baik dengan jabatan structural lain maupun jabatan 

fungsional. 

Rangkap jabatan hanya diperbolehkan apabila ketentuan 

perangkapan jabatan tersebut diatur dengan Undang-undang  atau 

Peraturan Pemerintah. 

 

6) Pengembangan Pegawai 

Pegawai negeri sipil mempunyai peranan yang sangat penting 

sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara untuk 

menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan dalam rangka 

mencapai tujuan negara. Dengan semakin bertambahnya volume 

dan kompleksitas tugas-tugas lembaga pemerintahan dan silih 

bergantinya regulasi yang begitu cepat perlu upaya-upaya preventif 

untuk memperlancar tugas-tugas yang harus diemban oleh Pegawai 

Negeri Sipil. 

             Pemantauan pengelolaan kepegawaian, 

penekanannya pada seberapa besar capaian perkembangan data 

kepegawaian dan pengelolaan file kepegawaian pada kurun waktu 

tertentu. Jika output yang dihasilkan pembinaan menunjukkan 
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peningkatan capaian kinerja maka bisa dipertahankan tetapi 

sebaliknya jika output yang dicapai mengalami penurunan atau tidak 

ada perkembangan yang signifikan maka perlu dievaluasi; Komponen 

pendukung, dalam pembinaan selain tersebut pada butir diatas 

masih dilengkapi data pendukung seperti : Formulir data nominatif, 

daftar urut kepengkatan, Bezetting, kartu cuti PNS yang tujuannya 

untuk menyamakan persepsi tentang data kepegawaian seiring 

dengan adanya perubahan regulasi yang begitu cepat. 

Kebijakan moratorium PNS merupakan langkah strategis 

dalam menuntaskan reformasi birokrasi di daerah. Dua persoalan 

mendasar dalam reformasi birokrasi pascadesentralisasi terkait 

dengan penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada KKN dan 

inefisiensi birokrasi yang berujung pada pemborosan anggaran. 

Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah 

tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan 

oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kendala yang dihadapi oleh 

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil adalah Kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh 

Pejabat yang berwenang serta lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri 

Sipil.Solusinya yaitu dengan adanya sanksi/tindakan secara tegas 

bilamana seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan 

pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan 

shock terapi agar Pegawai Negeri Sipil yang lain tidak meniru atau 

melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi. 

  Dalam manajemen kepegawaian, kegiatan penerimaaan dan 

penempatan pegawai mutlak harus dilakukan didalam satu unit 

organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Kegiatan 

manajemen kepegawaian adalah kegiatan untuk mendapatkan 

landasan guna penerimaan dan penempatan pegawai yang pada 

awalnya dilakukan terlebih dahulu melalui analisis jabatan (job 

analysis), yang berarti suatu kegiatan untuk memberikan gambaran 
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tentang syarat-syarat jabatan (job specification) yang diperlukan 

bagi setiap pegawai yang akan diterima dalam menduduki suatu 

jabatan didalam suatu organisasi. 

Perencanaan kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak 

diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat 

baik jumlah dan waktu, maupun kualitas. Melalui studi analisis beban 

kerja yang dilakukan akan dapat memberikan gambaran pegawai 

yang dibutuhkan baik kuantitatif maupun kualitatif yang dirinci 

menurut jabatan dan unit kerja. 

 Metode Analisis Beban Kerja 

Dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan dalam 

kegiatan ini dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu : 

1. Pendekatan Organisasi 

Organisasi dipahami sebagai wadah dan sistem kerja sama 

dari jabatan-jabatan. Melalui pendekatan organisasi sebagai 

informasi, akan diperoleh informasi tentang : nama jabatan, struktur 

organisasi, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab, kondisi kerja, 

tolok ukur tiap pekerjaan, proses pekerjaan, hubungan kerja, serta 

persyaratan-persyaratan seperti : fisik, mental, pendidikan, 

ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman. 

Berdasarkan pendekatan organisasi ini dapat dibuatkan 

prosedur kerja dalam pelaksanaan kerja yang menggambarkan kerja 

sama dan koordinasi yang baik. Kegiatan dan hubungan antar unit 

organisasi perlu dibuatkan secara tertulis, sehingga setiap pegawai 

tahu akan tugasnya bagaimana cara melakukannya serta dengan 

siapa pegawai itu harus mengadakan hubungan kerja. 

Selanjutnya tugas dan fungsi setiap satuan kerja dihitung 

beban tugasnya. Hambatannya karena belum adanya ukuran beban 

tugas, hal ini perlu kesepakatan tiap satuan kerja yang sejenis. 

Dengan demikian ukuran beban tidak hanya satu, tetapi bisa dua, 

tiga atau lebih. 
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2. Pendekatan analisis jabatan 

Jabatan yang dimaksud tidak terbatas pada jabatan struktural 

dan fungsional, akan tetapi lebih diarahkan pada jabatan-jabatan 

non struktural yang bersifat umum dan bersifat teknis (ingat kriteria 

jabatan baik aspek material maupun formal). Melalui pendekatan ini 

dapat diperoleh berbagai jenis informasi jabatan yang meliputi 

identitas jabatan, hasil kerja, dan beban kerja serta rincian tugas. 

Selanjutnya informasi hasil kerja dan rincian tugas dimanfaatkan 

sebagai bahan pengkajian beban kerja. 

Beban kerja organisasi sesuai prinsip organisasi akan terbagi 

habis pada sub unit-sub unit dan sub unit terbagi habis dalam 

jabatan-jabatan. Melalui pendekatan analisis jabatan ini akan 

diperoleh suatu landasan untuk penerimaan, penempatan dan 

penentuan jumlah kualitas pegawai yang dibutuhkan dalam periode 

waktu tertentu antara lain : 

1. Sebagai landasan untuk melakukan mutasi; 

2. Sebagai landasan untuk melakukan promosi; 

3. Sebagai landasan untuk melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan (Diklat); 

4. Sebagai landasan untuk melakukan kompensasi; 

5. Sebagai landasan untuk melaksanakan syarat-syarat 

lingkungan kerja; 

6. Sebagai landasan untuk pemenuhan kebutuhan peralatan atau 

prasarana dan sarana kerja 

3. Pendekatan Administratif 

Melalui pendekatan ini akan diperoleh berbagai informasi yang 

mencakup berbagai kebijakan dalam organisasi maupun yang erat 

kaitannya dengan sistem administrasi kepegawaian. 

 Teknik Penghitungan Beban Kerja 

Analisis beban kerja dilakukan dengan membandingkan 

bobot/beban kerja dengan norma waktu dan volume kerja. Target 
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beban kerja ditentukan berdasarkan rencana kerja atau sasaran yang 

harus dicapai oleh setiap jabatan, misalnya mingguan atau bulanan. 

Volume kerja datanya terdapat pada setiap unit kerja, sedangkan 

norma waktu hingga kini belum banyak diperoleh sehingga dapat 

dijadikan suatu faktor tetap yang sangat menentukan dalam analisis 

beban kerja. 

Teknik perhitungan yang digunakan adalah teknik perhitungan 

yang bersifat “praktis empiris”, yaitu perhitungan yang didasarkan 

pada pengalaman-pengalaman basis pelaksanaan kerja masa lalu, 

sesuai judgement disana-sini dalam pengukuran kerja dilakukan 

berdasarkan sifat beban kerja pada masing-masing jabatan, 

mencakup : 

1. Pengukuran kerja untuk beban kerja abstrak 

Untuk mengukur beban kerja abstrak diperlukan beberapa informasi 

antara lain : 

1. Rincian / uraian tugas jabatan. 

2. Frekwensi setiap tugas dalam satuan tugas. 

3. Jumlah waktu yang dibutuhkan setiap tugas. 

4. Waktu Penyelesaian Tugas merupakan perkalian beban 

kerja dengan norma waktu. 

5. Waktu kerja efektif. 

6. Pengukuran kerja untuk beban kerja konkret 

Untuk mengukur beban kerja konkret diperlukan beberapa 

informasi antara lain : 

1. Rincian / uraian tugas jabatan. 

2. Satuan hasil kerja. 

3. Jumlah waktu yang dibutuhkan setiap tugas. 

4. Target waktu kerja dalam satuan waktu. 

5. Volume kerja merupakan perkalian beban kerja dengan 

norma waktu. 

6. Waktu kerja efektif. 
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Berkaitan dengan alat ukur dan oleh karena instansi 

pemerintah merupakan instansi non profit, hal yang dapat 

dipergunakan sebagai alat ukur adalah “jam kerja” yang harus di isi 

dengan kerja untuk menghasilkan berbagai produk baik bersifat 

konkret maupun abstrak (benda atau jasa). 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan 

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan jam kerja efektif terdiri 

dari jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang 

hilang karena tidak bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan 

dan sebagainya. Dalam menghitung jam kerja efektif digunakan 

ukuran sebagai berikut : 

1. Jam Kerja Efektif per hari = 1 hari x 5 jam =300 menit 

2. Jam Kerja Efektif per minggu = 5 hari x 5 jam =25 jam 

= 1.500 menit 

3. Jam Kerja Efektif per bulan = 20 hari x 5 jam =100 jam 

= 6.000 menit 

4. Jam Kerja Efektif per tahun = 240 hari x 5 jam =1.200 

jam = 72.000 menit 

Setiap unit kerja mempunyai hasil kerja yang berbeda satu 

sama lain baik jenis maupun satuannya, sehingga agar dapat diukur 

dengan alat ukur jam kerja efektif, semua produk/hasil kerja 

tersebut harus dikonfirmasikan sehingga memiliki satu kesatuan. 

Untuk dapat menjadikan hal tersebut, setiap volume kerja 

yang berbeda antara unit kerja adalah merupakan variabeltidak tetap 

dalam pelaksanaan analisis beban kerja dalam arti volume kerja 

setiap waktu dapat berubah, sedangkan waktu yang dipergunakan 

untuk menghasilkan/menyelesaikan produk tersebut  (yang 

selanjutnya akan disebut norma waktu) relatif tetap, dan selanjutnya 

akan menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. 
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7) Kesejahteraan Pegawai 

   Dalam hal kesejahteraan pegawai, yang merupakan salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja Pegawai Negeri Sipil, 

maka kesejahteraan pegawai perlu ditingkatkan dengan 

merestrukturisasi system penggajian Pegawai Negeri Sipil secara 

nasional dan secara rasional sesuai dengan standar minimal 

kebutuhan pegawai, yang diarahkan untuk mengurangi gap gaji 

pegawai, struktur gaji yang yang bermula dari gaji pokok yang 

rendah perlu diperbaiki dengan memberikan jumlah gaji pokok yang 

besar, dan ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang relevan. 

   Akan tetapi upaya ini terkendala dengan terbatasnya 

ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

tersedia, sehingga sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gresik masih menggodok formula baru guna mensejahteraan Pegawai 

Negeri Sipil agar mereka termotivasi untuk lebih professional dan 

disiplin dalam bekerja, sehingga menghasilakan kinerja yang optimal. 

 

8) Sarana dan Prasarana 

Sebagai salah satu komponen penting dalam menjalankan 

organisasi, sarana prasaran memiliki peran yang sangat penting 

dalam menunjang keberhasilan pencapaian visi organisasi. Hal 

tersebut dikarenakan ketiadaan sarana dan prasarana akan 

berdampak pada kualitas dari aktivitas yang ada dalam organisasi. 

Oleh sebab itu, ketersedian dan tingkat kualitas sarana pra 

saranakan menjadi ukuran dari kualitas dari seluruh aktivitas yang 

ada di dalam organisasi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia 

Sarana merupakan segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) 

yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud 

atau tujuan. Sedangkan Prasarana merupakan segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

proyek, dan pembangunan). Hamalik (1980:23) sarana dan 
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prasarana adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk 

menyebar ide, sehingga ide tersebut sampai pada penerima.Menurut 

Sri Mulyani dalam buku modul memahami prinsip-prinsip 

penyelenggaraan administrasi perkantoran, sarana adalah segala 

sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud 

atau tujuan.Sedangkan prasarana adalah segala sesutau yang 

merupakan peunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 

pembangunan, danproyek). Untuk lebih mudah membedakan 

keduanya, sarana lebih ditujukan pada benda-benda yang bergerak 

seperti komputer, mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan 

kepada benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, 

dan tanah. Defiinisi sarana prasarana yang telah dipaparkan 

memberikan gambaran fungsi dari sarana prasarana yang sangat 

vital dalam memajukan dan membangun organisasi atau suatu 

lembaga untuk mencapai tujuan. 

Tersedianya sarana prasarana yang optimal memberikan 

manfaat dan sangat membantu kinerja pegawai di suatu instansi 

khusunya dalam instansi pemerintah.Keberadaan sarana prasarana 

memberikan bantuan dan menjadi media dalam mengaplikasikan 

ide-ide, kreativitas, dan inovasi untuk memajukan suatu 

lembaga.Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Putra Argo mahasiswa 

UM, dengan judul hubungan sarana prasarana dengan kinerja dan 

kepuasan pegawai di dinas pendidikan kabupaten blitar, memberikan 

hasil yang baik yaitu adanya hubungan positif antara peningkatan 

kinerja dan kepuasaan pegawai dengan sarana prasarana yang 

optimal. Penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang 

sangat vital sarana prasarana dengan kinerja pegawai yang 

mengacu pada pelayanan yang optimal.Keberadaan sarana 

prasarana yang tidak terpenuhi dan kurang baik juga akan 

mengakibatakan penurunan kinerja dan memberikan dampak 

terhadap pelayanan yang tidak optimal. Hal ini, tentunya akan 
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menurunkan kualitas dari sumber daya manusia yang berada di 

lembaga tersebut. 

Kualitas sumber daya manusia merupakan factor terpenting 

dalam keberhasilan sebuah organisasi, semakin tinggi kualitas 

sumberdaya manusia semakin baik kinerja yang akan dihasilkan. 

Kinerja pegawai yang baik akan sangat mempermudah suatu 

organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Tersedianya sarana prasarana yang cukup dengan kualitas yang 

baik, akan sangat membantu dan dibutuhkan untuk 

mengembangkan kualitas SDM, serta pencapaian tujuan lembaga. 

Tanpa adanya sarana prasarana, mustahil kualitas SDM dapat 

berkembang dan tujuan akan tercapai, permasalahan ini tentunya 

akan berdampak pada kurang optimalnya pelayanan suatu lembaga 

baik di Intramaupun di Ekstra. Demikian halnya instansi pemerintah 

dalam hal ini adalah BKD, tempat berlangsungnya kegiatan yang 

berkaitan dengan pekerjaan kepegawaian seluruh daerah, data, 

pengembangan, pendidikan dan diklat, serta berkaitan langsung 

dengan pekerjaan administrasi pegawai, juga sangat memerlukan 

sarana prasarana yang baik untuk meningkatkan kinerja pegawai.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Chaerul Ikhsan dimana pengelolaan sarana prasarana 

atau yang biasa disebut dengan manajamen sarana prasarana 

merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan yang berdampak pada kinerja 

lembaga. Manajemen sarana prasarana dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan, ini disebabkan karena seoarang karyawan akan mampu 

bekerja dengan optimal apabila didukung oleh sarana prasarana 

yang memadai. Adapun dalam pelaksanaan pencapaian kinerja yang 

optimal, maka dibutuhkan sarana prasarana baik yang habis pakai 

maupun barang inventaris kantor (perlengkapan kantor), dengan 

adanya sarana prasarana yang lebih memadai dapat menunjang 
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seluruh aktivitas-aktivitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan 

baik secara kuantitas maupun kualitas.  

Permasalahan yang terjadi saat ini merupakan permasalahan 

klasik yang terjadi dalam instansi pemerintahan, dalam hal ini adalah 

Badan Kepegawaian Daerah Gresik yang mengalami kekurangan 

sarana prasarana baik dari peralatan, perlengkapan, penataan, 

ruang, dan khususnya adalah gedung sendiri. Dalam beberapa tahun 

terakhir BKD Gresik sebagai suatu instansi pemerintahan yang 

sangat penting dan memiliki suatu fungsi sebagai kantor belum 

memiliki sarana prasarana yang sepenuhnya optimal untuk 

menunjang pekerjaan pegawai dalam melaksanakan tugas. Sarana 

prasarana yang Kurang optimal dari BKD Gresik sendiri dapat dilihat 

dari beberapa aspek yaitu, Penataan Ruang kerja yang tidak optimal, 

peralatan dan perlengkapan yang belum sepenuhnya menunjang 

kinerja, fasilitas untuk hiburan, dan tidak ada gedung sendiri. 

Keempat aspek tersebut menjadi tolok ukur kurangnya dan perlunya 

sarana prasarana yang harus diadakan di BKD Gresik. Dengan 

terpenuhinya keempat aspek tersebut dapat memberikan timbal 

balik dan manfaat yang baik sebagai bentuk investasi jangka 

menengah dan panjang, dalam memenuhi pelayanan sumber daya 

manusia khusunya pegawai BKD Gresik sendiri dan Masyarakat yang 

terlibat secara umum. 

Terpenuhinya sarana prasarana di BKD Gresik khususnya 

keempat aspek diatas akan memberikan dampak yang sangat besar 

dan membantu terpenuhinya tujuan dari visi yang telah di buat. 

Merujuk pada visi misi di BKD Gresik dalam rencana strategis tahun 

2011-2015 yaitu terwujudnya sumberdaya manusia aparatur yang 

kompeten dan professional dan merujuk pada misi pertama yaitu 

meningkatkan system pelayanan administrasi ke pegawaian daerah 

yang prima dan misi yang kelima adalah mewujudkan dokumentasi 

data dan system insformasi kepegawaian yang berbasis teknologi 
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informasi. Melihat visi dan misi pertama dan kelima memberikan 

gambaran keterkaitan dan pentingnya sarana prasarana untuk 

mencapai tujuan, serta membantu terwujudnya visi misi dari BKD itu 

sendiri khususnya SDM yang kompeten, administrasi yang prima, 

dan teknologi informasi. Pemenuhan sarana prasarana yang merujuk 

pada ke empat aspek yang telah dijelaskan diatas akan menjadi 

senjata bagi BKD Gresik untuk membantu dan menunjang 

terwujudnya visi misi, meningkatkan kinerja pegawai, dan 

membangun pelayanan yang optimal untuk seluruh pegawai di 

daerah Gresik.  

 

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana 

Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat 

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta 

sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang 

dianut oleh seluruh komponen stakeholder’s yang ada di Kabupaten Gresik, 

maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju 

perubahan yang lebih baik adalah : 

Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan 

Berkehidupan yang Berkualitas 

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna 

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten 

dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten 

Gresik secara terpadu. 

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang 

terkandung di dalamnya, yaitu : 

1. GRESIK : adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan 

sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.  
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2. AGAMIS adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem 

tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan 

lingkungannya. 

3. ADIL adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara 

proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar 

belakang suku, agama, ras dan golongan. 

4. SEJAHTERA adalah Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu 

memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan 

layanan sosial; memliki pendapatan yang memadai; serta sadar 

terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku. 

5. BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS adalah Kehidupan individu 

dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi 

pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memliki pendapatan yang 

memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku. 

Sedangkan Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai 

pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen 

penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang 

diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai 

berikut : 

Misi ke-1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan 

masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang 

berakhlak mulia sesuai dengan simbol  Gresik sebagai kota Wali 

dan Kota Santri 

Misi ke-2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada 

masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan 

yang baik 

Misi ke-3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah 

peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan 
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ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan menekan angka kemiskinan 

Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang 

berkelanjutan,dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya 

Terkait dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dalam penyusunan Rencana 

Strategis berdasarkan Misi ke-2 yakni “Meningkatkan pelayanan yang 

adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata 

kelola kepemerintahan yang baik”  

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) 

harus didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM aparatur) yang 

profesional, disiplin dan berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), 

sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan 

pelayanan prima.  

Untuk itu Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan 

Kepegawaian Daerah selalu didasarkan untuk memberikan  motivasi kepada 

SDM aparatur baik berupa rewards dan punishment agar terwujud SDM 

aparatur yang professional, disiplin, berkinerja dan berakuntabilitas kepada 

stakehorder sehingga nantinya pelayanan public kepada masyarakat pun 

bisa menjadi berkualitas, adil dan merata.  

 

3.3. TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL 

Di Era Globalisasi yang penuh persaingan ini, telah terjadi reformasi 

di berbagai bidang kehidupan sebagai konsekuensi dari pesatnya 

pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).  Komunikasi dan 

informasi telah menimbulkan dampak yang signifikan di seluruh aspek 

kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Reformasi pemerintahan 

yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran 

paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma senteralistis ke 

arah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan 
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nyata kepada daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut dimana pemerintah 

memberikan kepada daerah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung 

jawab, sehingga kondisi ini merubah konfigurasi penyelenggaraan 

manajemen pemerintahan di daerah. Pemberian otonomi daerah ini 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan (empowering), dan peran 

serta masyarakat dalam menata pembangunan daerah. Disamping itu, 

melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya 

saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, keistimewaan, kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman 

Daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan 

Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Gresik melaksanakan Reformasi Birokrasi pada 

Pemerintah kabupaten Gresik khusunya di dalam Penataan Sumberdaya 

Manusia Aparatur dan Penekanan atas Netralitas PNS. 

Adapun arah Kebijakan Pembangunan Nasional terhadap Reformasi 

Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, secara umum sudah 

menunjukkan adanya komitmen awal untuk melakukan pembenahan 

dengan berbagai macam kebijakan. Komitmen itu ditunjukkan oleh 

berbagai macam produk peraturan baru. Dari kebijakan yang sudah ada 

(existing conditions) ada empat macam perangkat peraturan perundangan 

yang relevan dengan upaya reformasi birokrasi yaitu : 

 Berbagai produk peraturan perundang-undangan tentang 

pemberantasan korupsi; 

 Peraturan perundang-undangan tentang perencanaan 

pembangunan baik di tingkat Nasional maupun Daerah; 

 Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi sebagai 

upaya untuk melibatkan masyarakat dalam reformasi birokrasi, dan; 
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 Peraturan perundang-undangan tentang akses publik terhadap 

informasi yang menyangkut kebijakan negara. 

Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai perubahan secara 

mendasar, baik mind set, maupun culture set penyelenggara negara 

dari mentalitas yang bersifat mengawasi, mengontrol dan menguasai 

masyarakat (colonial paradigm), menjadikan penyelenggara Negara 

(birokrasi) yang pro kepada Good Public Service serta Tata Kelola 

Pemerintahan yang dapat meminimalisir terjadinya tindakan KKN baik 

pada tingkat suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara Negara, 

dan penegakan supremasi hukum.  

Pola birokrasi yang cenderung sentralistik, dan kurang peka 

terhadap perkembangan masyarakat, harus segera ditinggalkan, dan 

kemudian diarahkan menjadi birokrasi yang terbuka, transparan, 

akuntabel, professional dan mampu memberikan pelayanan public yang 

baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka 

reformasi birokrasi untuk menuju pemerintahan yang baik dan bersih 

adalah merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan. Dalam 

kaitan itu, reformasi birokrasi perlu menyentuh hal hal yang 

menyangkut rekruitmen Calon PNS yang terbuka bagi masyarakat dan 

bebas dari manipulasi, perampingan birokrasi, promosi jabatan yang 

transparan dan perbaikan kesejahteraan aparatur Negara serta 

peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai, kemudian yang 

tidak kalah pentingnya adalah Undang-Undang yang menjadi payung 

hukum atas perbaikan tata laksana pemerintahan. 

 

3.4 SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 

Aparatur Negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat 

negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan 

dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas 

dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan negara dan 

pembangunan serta senantiasa mengabdi dan setia kepada 
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kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (TAP MPR 

Nomor II Tahun 1998). 

Dunia usaha juga dituntut untuk mengembangkan semangat 

kewirausahaan dalam upaya menggerakkan sektor riil yang menyentuh 

kebutuhan hidup masyarakat dengan manajemen yang profesional. 

Sedangkan masyarakat sipil selain harus berperan aktif menjaga 

harmonisasi sosial, juga harus selalu dinamis menumbuhkan karya dan 

karsa sesuai dengan keahlian masing-masing. Partisipasi publik sebagai 

wujud demokratisasi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat juga 

harus ditumbuhkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

pemerintah agar lebih menyentuh sendi-sendi sosial.  

Di sisi yang lain, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara 

negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga harus 

dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang 

dicanangkan dengan manfaat dan keluaran yang dihasilkan. 

Ketika reformasi menggelora di negeri kita, segenap komponen bangsa 

terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja 

dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan.  

Semangat itu pula yang menguatkan dorongan betapa 

pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakan 

Aparatur Negara guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-

citakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Aparatur Negara yang ideal 

merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan 

pembangunan Nasional. Kondisi kepagawaian yang ada sekarang tidak 

bisa dipisahkan dari kebijakan penerimaan pegawai di masa lalu. Proses 

penataan kepegawaian mulai dari rekrutmen, pembinaan, dan pensiun 

banyak diwarnai aroma politik. Pemerintah membutuhkan pegawai 

karena didorong oleh keinginan untk memperbanyak jumlah sehingga 

semakin banyak pegawai yang bisa dibina untuk mendukung kekuatan 

golongan politik yang berkuasa. 
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Penyebaran pegawai untuk memenuhi tugas dari masing-

masing organisasi tidak ada ukuran yang jelas. Sehingga berapa 

pegawai sebenarnya yang dibutuhkan oleh masing-masing unit 

organisasi dalam suatu departemen pemerintah dan pemerintah daerah 

tidak jelas ukuran dan kriterianya. Upaya untuk melakukan penataan 

kembali (rightsizing) merupakan suatu kebutuhan yang amat mendesak 

untuk melihat seberapa jauh kepegawaian pemerintah ini bisa berperan 

untuk menciptakan tata keperintahan yang baik. 

 Arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam 

Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005–2025 dalam bidang 

Aparatur Negara adalah sebagai berikut : 

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam 

bentuk praktik-praktik KKN, dengan cara :  

a)  Penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik ( good 

governance) pada setiap tingkat dan lini pemerintahan dan pada 

semua kegiatan;  

b) Pemberian sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

c) Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui 

pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan 

masyarakat;  

d)  Peningkatan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman 

para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip (good 

governance); 

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaran administrasi negara melalui 

upaya :  

a)  Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar 

dapat berfungsi secara lebih memadai, ramping, luwes dan 

reponsif;  

b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan 

prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;  
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c)  Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar sesuai 

dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi masyarakat;  

d)  Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem 

karier berdasarkan prestasi; 

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pembangunan dengan cara :  

a)  Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan 

dasar;  

b) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat berpartisipasi 

dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya 

pemerintahan. 

 

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbicangan, 

berkenaan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan 

pelayanan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan setelah 

dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati Gresik dan Telaahan Kebijakan 

Nasional, dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Minimnya jumlah formasi yang diterima di dalam penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil Daerah dan adanya pandangan miring masyarakat 

atas pelaksanaan kegiatan tersebut; 

2. Sorotan masyarakat atas tingkat kedisiplinan dan kinerja Pegawai 

Negeri Sipil; 

3. Minimnya tunjangan kesejahteraan yang diterima oleh Pegawai Negeri 

Sipil; 

4. Adanya penurunan kinerja Pegawai Negeri Sipil akibat ketidakpuasan 

atas pelaksanaan Promosi dan Mutasi Jabatan; 

5. Belum adanya kewenangan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Gresik guna menyelenggarakan Diklat Pra Jabatan; 
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6. Masih banyaknya pejabat structural yang belum melaksanakan Diklat 

Pimpinan sesuai jenjang kariernya; 

7. Kurang optimalnya pemanfaatan Informasi Teknologi di dalam 

pelaksanaan pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik; 

8. Masih minimnya kesadaran pegawai atas pentingnya data/dokumetasi 

kepegawaian; 

9. Komitmen Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik di dalam 

mewujudkan misi “Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata 

kepada masyarakat melalui tata kelola kepemerintahan yang baik”; 

10. Peran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik di dalam 

mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten 

Gresik; 

11. Upaya  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik di dalam 

penataan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah 

Kabupaten Gresik; 

12. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik guna menjaga netralitas 

Pegawai Negeri Sipil di dalam pelaksanaan Pemilukada; 

13. Belum tersedianya sarana dan prasarana kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan yang memadai; 

14. Seringnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat. 
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BAB IV 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 

A. TUJUAN 

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : 

a) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra; 

b) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan 

yang ingin diciptakan  sesuai tugas dan fungsi organisasi; 

c) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan 

strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan 

kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra. 

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi 

tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dan mengadopsi dari RPJMD Kabupaten Gresik dalam hal ini 

Sasaran yang terkait dengan Kepegawaian, Pendidikand dan Pelatihan, 

maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik menetapkan tujuan 

“Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan 

Daerah dalam rangka mewujudkan good and clean 

governance”. Dengan indikator tujuan Nilai Indeks Profesional Aparatur 

Sipil Negara. 

 

B. SASARAN JANGKA MENENGAH 

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi 

dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya 

rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus 
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pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi 

yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. 

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan 

bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa 

tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi 

organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria 

specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time 

bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus 

disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala 

atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut 

sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. 

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai 

dengan akhir Tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik 

menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : 

1) Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi Aparatur 

Sipil Negara 

Reformasi birokrasi membawa berbagai dampak dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tuntutan terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi harapan masyarakat 

sekaligus menumbuhkan sikap kritis terhadap kinerja birokrasi, 

melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan-pembinaan dan upaya 

lainnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil 

Negara diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas aparat 

birokrasi yang telah ada. Sehingga dengan demikian, birokrasi dapat 

menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat. 

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 

i. Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi; 

ii. Prosentase ASN yang memiliki nilai SKP baik; 
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iii. Prosentase ASN Prosentase ASN yang memenuhi ketentuan jam 

kerja baik. 

 

2) Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara 

sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi 

Perkembangan karier Aparatur Sipil Negara sangat ditentukan kinerja 

Pegawai ASN yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan kondisi 

suasana kerja yang representatif baik itu di dalam penilaian yang 

objektif dan transparan dalam penentuan karier Aparatur Sipil 

Negara dan di dalam proses penataan Aparatur Sipil Negara baik itu 

di dalam proses mutasi maupun promosi, sehingga Aparatur Sipil 

Negara yang ada terdorong untuk dapat berprestasi seoptimal 

mungkin untuk bisa meningkatkan kariernya. 

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah 

i. Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart 

kompetensi; 

ii. Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan. 

 

3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang 

kepegawaian 

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah 

satu diantaranya adalah pelaksanaan pelayanan administrasi 

perkantoran yang berkualitas sehingga dapat dihasilkan kinerja yang 

optimal. Salah satu faktor pendukungnya adalah pemenuhan atas 

sarana dan prasarana pelayanan. Disamping itu tingkat validitas data 

yang dimiliki juga merupakan faktor vital di dalam pembuatan 

kebijakan yang mendukung pelayanan kepegawaian. 

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 

i. Nilai SKM atas pelayanan kepegawaian. 
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4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program 

yang bersifat indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. Adapun strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Gresik diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program adalah sebagai 

berikut : 

A. KEBIJAKAN 

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang 

dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam 

pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan 

keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. 

Adapun kebijakan yeng telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Gresik untuk mewujudkan tujuan yang hendak 

dicapai 5 (lima) tahun kedepan adalah : 

1. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan sasaran 

“Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi Aparatur 

Sipil Negara” adalah : 

a. Meningkatkan sistem pembinaan karier Aparatur Sipil Negara; 

b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat pimpinan bagi 

pejabat struktural; 

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat teknis dan diklat 

fungsional 

2. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan sasaran 

“Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sipil 

Negara sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi” adalah : 

d. Optimalisasi Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai kebutuhan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
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e. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 

yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun. 

 

3. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan misi 

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang 

kepegawaian “ adalah : 

a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran; 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran; 

c. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan pelaporan 

kinerja SKPD; 

d. Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan keuangan SKPD tepat 

waktu 

e. Optimalisasi dokumentasi data kepegawaian; 

f. Meningkatkan kualitas data Aparatur Sipil Negara;  

g. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang 

berkelanjutan  

 

B. PROGRAM 

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 

Adapun program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik untuk mewujudkan sasaran dan 

tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja dan 

Kompetensi Aparatur Sipil Negara“ , ditetapkan program 

pembangunan sebagai berikut :  

a. Program Pendidikan dan Pelatihan ASN; 
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b. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN. 

2. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas penataan 

SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan dan 

kompetensi “ , ditetapkan program pembangunan sebagai berikut 

: 

a. Program Mutasi dan Kepangkatan ASN; 

b. Program Data Formasi dan Pengembangan ASN. 

3. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik di bidang kepegawaian“ , ditetapkan program 

pembangunan sebagai berikut : 

a. Program Mutasi dan Kepangkatan ASN; 

b. Program Data Formasi dan Pengembangan ASN. 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,  

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN 

DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan program prioritas 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta 

indikator keluaran program dan pagu per Satuan Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana tercantum dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, selanjutnya dijabarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan 

kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan 

kebijakan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah.  

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, 

merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome 

merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries 

tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam 

satu program. Sedangkan Kelompok Sasaran adalah pihak yang menerima 

manfaat langsung dari jenis layanan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang telah 

diamanatkan pada pasal 75 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

adalah merupakan rangkaian Program dan Kegiatan yang berkesinambungan 

yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik 

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan 
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Kepegawaian Daerah Tahun 2011-2015. Sebagai gambaran umum Rencana 

Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, 

telah direncanakan Program Indikatif sejumlah 8 (delapan) Program yaitu 

program-program yang ada pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

terdiri 4 (empat) program yaitu : 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan. 

Sedangkan program urusan wajib terdiri dari 4 (empat) program yaitu : 

a. Program Pendidikan dan Pelatihan ASN; 

b. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN; 

c. Program Mutasi dan Kepangkatan ASN; serta 

d. Program Data Formasi dan Pengembangan ASN.  

Adapun yang dimaksud dengan Kegiatan adalah merupakan 

penjabaran dari program. Kegiatan memiliki jangka waktu tertentu yang relatif 

pendek di bandingkan dengan jangka waktu pelaksanaan suatu program. 

Adapun rencana kegiatan indikatif untuk proyeksi 5 (lima) tahun kedepan 

diuraikan kedalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif di bawah ini. 

 

5.2 INDIKATOR KINERJA 

Indikator Kinerja adalah merupakan uraian ringkas yang 

menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur sedangkan Sasaran 

Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif dari indikator kinerja yang 

mencakup indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil 

(results/outcomes) dan manfaat (benefits) serta dampak (impacts) dari suatu 

program atau kegiatan. 

Adapun manfaat dari Indikator dan Sasaran Kinerja adalah : 

a. Memperjelas tentang informasi program dan kegiatan yang dilaksanakan; 
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b. Menciptakan kesepakatan atau konsensus untuk menghindari kesalahan 

interprestasi dan perbedaan selama pelaksanaan program dan kegiatan; 

c. Membangun dasar bagi upaya pemantauan dan evalauasi terhadap 

program dan kegiatan; 

Indikator Kinerja terhadap berbagai Program dan Kegiatan pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik yang telah direncanakan pada 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-

2021 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini. 

Indikator Kinerja Program 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik 

Sasaran Indikator 

Sasaran 

Program Indikator 

Program 

Target Kondisi 

Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meningkatnya 

Kualitas Kinerja 

dan Kompetensi 

ASN 

 

Prosentase ASN 

yang memiliki 

sertifikat diklat 

kompetensi  

Program 

Pendidikan dan 

Pelatihan ASN 

Dengan indikator 

Prosentase ASN 

yang mengikuti 

diklat 

teknis/fungsional 

lebih dari 80 JP 

64% 66% 68% 70% 72% 74% 74% 

   Prosentase Pejabat 

Struktural yang 

sudah memiliki 

sertifikat Diklatim 

sesuai dengan 

jenjangnya 

70% 79% 89% 95% 100% 100% 100% 

 Prosentase ASN 

yang memiliki 

nilai SKP baik  

 

Prog. Pembinaan  

& Kesejahteraan 

ASN 

 

Prosentase ASN 

yang capaian 

kinerjanya sesuai 

dengan target 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Prosentase ASN 

yang memenuhi 

ketentuan jam 

kerja baik  

 

Prog. Pembinaan  

& Kesejahteraan 

ASN 

 

Prosentase ASN 

yang tidak pernah 

melakukan 

pelanggaran disiplin 

jam kerja 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Meningkatnya 

kualitas penataan 

SDM Aparatur 

Sipil Negara 

sesuai dengan 

kebutuhan dan 

kompetensi 

 

Prosentase ASN 

ang diempatkan 

sesuai dengan 

strandart 

kompetensi  

 

Program Mutasi 

dan Kepangkatan 

ASN 

 

Prosentase Usulan 

penempatan ASN 

sesuai Anjab 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Prosentase 

pemenuhan 

formasi sesuai 

dengan 

kebutuhan  

 

Program Data 

Formasi dan 

Pengembangan 

ASN 

 

Prosentase 

kebutuhan formasi 

sesuai dengan ABK 

 

 

67% 69% 71% 73% 75% 77% 77% 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan publik 

dibidang 

kepegawaian 

Nilai SKM atas 

pelayanan 

kepegawaian 

 

Program Mutasi 

dan Kepangkatan 

ASN 

Prosentase 

Kenaikan Pangkat 

tepat waktu 

 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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   Prosentase KGB 

tepat waku 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   Prosentase 

penyerahan SK 

Pensiun tepatwaktu 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Program Data 

Formasi dan 

Pengembangan 

ASN 

 

Prosentase akurasi 

data kepegawaian 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

5.3 KELOMPOK SASARAN 

Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat 

langsung dari jenis layanan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun Kelompok 

Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik antara lain : 

a. Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; 

b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; 

c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gresik; 

d. PNS Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. 

 

5.4 PENDANAAN INDIKATIF 

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi 

kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial 

yang mencukupi dengan alat pengukur strategis. Dana indikatif yang 

diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna 

mendukung rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik sampai dengan tahun ke lima Rencana Strategis Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik adalah sejumlah Rp. 

119.709.286.700,- (Seratus Sembilan Belas Milyard Tujuh Ratus Sembilan Juta 

Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).    
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA  

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan 

untuk mengukur kinerja atau keberhasilan yang akan dicapai suatu 

organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana 

kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Selain itu juga secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD. Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 yang 

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut : 
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6.1 Indikator Kinerja Tujuan 

 

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Mengacu Pada Tujuan 

No TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 

TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Meningkatnya Kualitas 
dan Kapasitas birokrat 
Pemerintah Daerah 
dalam rangka 
mewujudkan good 
and clean governance  

Indeks Profesionalitas 
ASN 

 70% 71%  72%   73% 74%  75%  
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6.2 Indikator Kinerja Sasaran 

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Mengacu Pada Sasaran 

N

o 
SASARAN INDIKATOR SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 

KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Meningkatnya Kualitas 

Kinerja dan Kompetensi ASN 

Prosentase ASN yang memiliki sertifikat 

diklat kompetensi 

67% 67% 69% 71% 73% 75% 

  Prosentase ASN yang memiliki nilai SKP 

baik 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Prosentase ASN yang memiliki indeks 

disiplin baik 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Meningkatnya kualitas 

penataan SDM Aparatur Sipil 

Negara sesuai dengan 

kebutuhan dan Kompetensi 

Prosentase pegawai yang ditempatkan 

sesuai dengan standart kompetensi 

82% 82% 84% 86% 88% 90% 
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N

o 
SASARAN INDIKATOR SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 

KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  Prosentase pemenuhan formasi sesuai 

dengan kebutuhan 

69% 69% 71% 73% 75% 77% 

3 Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik di bidang 

kepegawaian 

Nilai Survey Kepuasan Masyarkat atas 

pelayanan Kepegawaian 76% 76% 77% 78% 79% 80% 

 

6.3 Indikator Kinerja Program 

 

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Mengacu Pada Program 

No PROGRAM INDIKATOR PROGRAM 
TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
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No PROGRAM INDIKATOR PROGRAM 
TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Program Pelayanan 

Admnistrasi Perkantoran 

Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan 

tupoksi perangkat daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Program Peningkatkan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

Persentase fasilitasi terhadap sarana 

prasarana aparatur 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan  

Persentase fasilitasi terhadap pelaporan 

kinerja dan keuangan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Program Pengelolaan 

Pelaksana Teknis SKPD 

Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan 

UPT 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 Program Pendidikan dan 

Pelatihan ASN 

Dengan indikator 

Prosentase ASN yang mengikuti diklat 

teknis/fungsional lebih dari 80 JP 

64% 66% 68% 70% 72% 74% 

  Prosentase Pejabat Struktural yang sudah 70% 79% 89% 95% 100% 100% 
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No PROGRAM INDIKATOR PROGRAM 
TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

memiliki sertifikat Diklatim sesuai dengan 

jenjangnya 

7 Prog. Pembinaan  & 

Kesejahteraan ASN 

Prosentase ASN yang capaian kinerjanya 

sesuai dengan target 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8 Prog. Pembinaan  & 

Kesejahteraan ASN 

Prosentase ASN yang tidak pernah 

melakukan pelanggaran disiplin jam kerja 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

10 Program Mutasi dan 

Kepangkatan ASN 

Prosentase Usulan penempatan ASN sesuai 

Anjab 

80% 82% 84% 86% 88% 90% 

11 Program Data Formasi dan 

Pengembangan ASN 

Prosentase kebutuhan formasi sesuai 

dengan ABK 

67% 69% 71% 73% 75% 77% 

12 Program Mutasi dan 

Kepangkatan ASN 

Prosentase Kenaikan Pangkat tepat waktu 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Prosentase KGB tepat waku 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Prosentase penyerahan SK Pensiun 

tepatwaktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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No PROGRAM INDIKATOR PROGRAM 
TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

13 Program Data Formasi dan 

Pengembangan ASN 

Prosentase akurasi data kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan renstra 

dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya 

Renstra Badan Kepegawaian Daerah ini selanjutnya akan dijadikan 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja 

Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sampai dengan 

tahun 2021; 

2. Dengan ditetapkanya Restra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 – 

2021 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) 

yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kesehatan terikat untuk 

menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-

masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan; 

3. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 – 2021 ini akan 

dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar 

laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan 

tahun 2021; 

4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan Kepegawaian Daerah 

Tahun 2016 – 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh 

jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan 

dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan 

yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan renstra 

dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya 

Renstra Badan Kepegawaian Daerah ini selanjutnya akan dijadikan 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja 

Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sampai dengan 

tahun 2021; 

2. Dengan ditetapkanya Restra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 – 

2021 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) 

yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kesehatan terikat untuk 

menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-

masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan; 

3. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 – 2021 ini akan 

dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar 

laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan 

tahun 2021; 

4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan Kepegawaian Daerah 

Tahun 2016 – 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh 

jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan 

dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan 

yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini. 

  



Tujuan 1 :

Indikator Kinerja Tujuan :

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Nilai Indeks Profesional ASN 70 71 72 73 74 75

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya 

Kualitas Kinerja 

dan Kompetensi 

ASN

Prosentase ASN yang 

memiliki sertifikat 

diklat kompetensi

(Jumlah ASN 

yang memiliki 

sertifikat diklat 

kompetensi / 

Jumlah ASN di 

lingkungan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Gresik)  x 100% 

63% 65% 67% 69% 71% 73% 75% PROGRAM 

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN ASN

BIDANG 

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN

Prosentase ASN yang 

memiliki nilai SKP baik

(Jumlah ASN 

yang memiliki 

nilai SKP antara 

76 s/d 100 / 

Jumlah ASN di 

lingkungan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Gresik)  x 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

ASN

BIDANG 

PEMBINAAN DAN 

KESEJAHTERAAN

Prosentase ASN yang 

memenuhi ketentuan 

jam kerja

(Jumlah ASN 

yang memiliki 

indeks disiplin 

baik / Jumlah 

ASN di 

lingkungan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Gresik)  x 100% 

99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

ASN

BIDANG 

PEMBINAAN DAN 

KESEJAHTERAAN

BIDANG 

PELAKSANAURAIAN 
PROGRAM 

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat pemerintahan daerah dakam rangka mewujudkan 

good and clean governance

Satuan

%

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

SASARAN PENJELASAN/FOR

MULA 

PERHITUNGAN 

KONDISI 

AWAL 

2015 

TARGET TAHUN 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
MATRIK RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016-2021



Meningkatnya 

kualitas penataan 

SDM Aparatur 

Sipil Negara 

sesuai dengan 

kebutuhan dan 

Kompetensi

Prosentase pegawai 

yang ditempatkan sesuai 

dengan standart 

kompetensi

(Jumlah 

Penempatan ASN 

yang sesuai 

dengan Analisa 

Jabatan/ Jumlah 

ASN di 

lingkungan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Gresik)  x 100% 

73% 80% 82% 84% 86% 88% 90% PROGRAM 

MUTASI DAN 

KEPANGKATAN 

ASN

BIDANG MUTASI 

DAN 

KEPANGKATAN

Prosentase pemenuhan 

formasi sesuai dengan 

kebutuhan

(Jumlah formasi 

ASN yang ada / 

Jumlah 

kebutuhan ASN di 

lingkungan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Gresik)  x 100% 

65% 67% 69% 71% 73% 75% 77% PROGRAM DATA 

FORMASI DAN 

PENGEMBANGAN 

ASN

BIDANG  DATA 

FORMASI DAN 

PENGEMBANGAN

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan publik 

di bidang 

kepegawaian

Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarkat atas 

pelayanan 

Kepegawaian

Nilai besaran 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

pada tahun 

berjalan

75% 75% 76% 77% 78% 79% 80% PROGRAM 

MUTASI DAN 

KEPANGKATAN 

ASN

BIDANG MUTASI 

DAN 

KEPANGKATAN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN 1 Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat 
kompetensi 

67% 

 

 2 Prosentase ASN yang memiliki nilai SKP baik 100% 

 
 3 Prosentase ASN yang yang memenuhi 

ketentuan jam kerja 
100% 

2 Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Sipil 
Negara sesuai dengan kebutuhan dan Kompetensi 

1 Prosentase pegawai yang ditempatkan sesuai 
dengan standart kompetensi 

100% 

 

 2 Prosentase pemenuhan formasi sesuai 
dengan kebutuhan 
 

69% 

3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang 
kepegawaian 

1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarkat atas 
pelayanan Kepegawaian 
 

76% 

 
 

 
Program Anggaran Keterangan 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 484.953.400,00  APBD 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 406.669.600,00  APBD 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 198.250.000,00  APBD 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

Rp. 155.639.870,00  APBD 

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Rp. 5.516.638.250,00  APBD 

6. Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Rp. 1.840.369.500,00  APBD 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


